
WALIKOTA PALOPO 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 
NOMOR21 TAHUN 2016 

TENT ANG 

PENYUSUNAN,PENGAJUAN,PENETAPAN,PERUBAHAN 
RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN 

ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT 
UMUM DAERAH SAWERIGADING PALOP<> 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang. Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka 
perlu membentuk Peraturan Walikota Palopo tentang 
Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana 
Bisnis Anggaran Dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Sawerigading Palopo. 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 
Provinsi Sulawesi Se)atan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2002 Nomor 24, tambahan lembaran 
Negara Nomor 4186); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 
47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072); 



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nom.or 5679}; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
.(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

-2- 

















(4) Pejabat teknis kegiatan melalui pejabat keuangan mengusulkan 
perubahan uraian rencana anggaran biaya pada RBA kepada Pemimpin 
BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo; 

(5) Pergeseran anggaran pada uraian rencana anggaran belanja pada RBA 
dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD RSUD Sawerigading Kota 
Palopo; 

(6) Perubahan rencana anggaran belanja pada RBA antara jenis belanja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disusun oleh BLUD 
RSUD Sawerigading Kota Palopo disampaikan kepada PPKD untuk 
dianggarkan dalam perubahan APBD; 

(7) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri 
dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang 
terdapat dalam DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanj.ut oleh Direktur Utama 
RSUD Sawerigading Palopo. 

Pasal 13 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo. 

Ditetapkan di Palopo 
pada tanggal 28 Nopember 2016 

WALIKOTA PALOPO, 

H. M. JUDAS AMIR 
Diundangkan di Palopo 
pada tanggal 28 Nopember 2016 

H.J 

DAERAH KOTA 

UDDIN 

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2016 NOMOR 21 
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3. Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 1 

Jenis Belania 

Jenis Biaya Belanja Belanja Belanja Total 
No Barang Bia ya 

Pegawai dan Jasa Modal 

1 2 3 4 5 6 
l BlAYA OPERASIONAL 
A Biava Pelavanan 

1 Biava nezawai 
2 Biaya bahan 
3 Biava iasa nelavanan 
4 Biava nerneliharaan 
5 Biava barang dan jasa 
6 Biava pelavanan lainnva 

B Biava Umum dan Administrasi 
1 Biava nezawai 
2 Biava administrasi kantor 
3 Biava pemeliharaan 
4 Biava barang dan jasa 
5 Biava promosi 

6 Biaya umum dan administrasi 
lainnva 

II BIAYA NON OPERASIONAL 
1 Biava bunga 
2 Biava administrasi bank 
3 Keruzian pelepasan aset tetap 
4 Keruaian nenurunan nilai 
5 Biava non onerasional lainnva 

Jumlah 

4. Anggaran Pendapatan (Basis Kas) 
Perkiraan 

Prognosa Proyeksi Maju Kenaikan/ 
No Uraian TA ...... 2 TA ...... 1 (forward Penurunan 

Estimate) (o/o) 
TA ...... 3 

1 2 3 4 5 6 

1 Pendapatan jasa 
lavanan 

2 Pendapatan hasil 
keriasarna 

3 Pendapatan hibah 

4 Lain-lain pendapatan 
BLUD yang sah 

Jumlah 

· 33 · 





6. Anggaran Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 1 

J enis Belan · a 

No Jenis Biaya Belanja Belanja Belanja Total 

Pegawai Barang Modal Bia ya 
dan Jasa 

1 2 3 4 5 6 
1 BIAYA OPERASIONAL 
A Biava Pelavanan 

1 Biava pegawai 
2 Biaya bahan 
3 Bia ya jasa pelayanan 
4 Biava pemeliharaan 
5 Biava barang dan iasa 
6 Biava nelavanan lainnva 

B Biava Umum dan Administrasi 
1 Biava pegawai 
2 Biava administrasi kantor 
3 Biava pemeliharaan 
4 Biava barang dan iasa 
5 Biava promosi 

6 Biaya urnum dan administrasi 
lainnva 

II BIAYA NON OPERASIONAL 
1 Biava bunga 
2 Biava administrasi bank 
3 Kerugian pelepasan aset tetao 
4 Kerugian penurunan nilai 
5 Biava non operasional lainnva 

Jumlah 

7. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi 
a. Anggaran Penerimaan Investasi (Basis Kas) 

Perkiraan 

Prognosa Proyeksi Maju Kenaikan/ 
No Uraian TA ...... 2 TA ...... 1 

(forward Penurunan 
Estimate} (%) 
TA ...... 3 

1 2 3 4 5 6 
1 Pelepasan aset 

a. Kendaraan 
b. Mesin 
c. Dst ...... 

2 Pencairan investasi 
a. Pencairan denosito 
b. Penjualan surat 

berharaa 
c. Dst .......... 
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c. Pengadaan untuk 
Peralatan dan Mesin 

d. Pengadaan Jalan, 
Irigasi dan Jaringan 

e. Pengeluaran untuk 
Fisik Lainnya 

JUMLAH 

Mengetahui, 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, 

Kota Palopo, 

(tanda tangan} 

(nama Jengkapl 
NIP 3 

Palopo, 20 1 

Direktur Utama 
BLVD RSUD Sawerigading Palopo 

(tanda tangan) 

(nama lengkapl 
NIP a 

, 

'f 
' - 

Keterangan : 
I diisi, tahun anggaran berjalan 
2 diisi, triwulan berjalan 
3 Nomor Induk Pegawai 

I T· ,, r... 

• 52 • 

WALIKOTA PALOPO, 

H.M. JUDAS AMIR 


